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\VALIKOTABATAM
PROPINSI KEPULAUAN.:fdAU

-PERP...TURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 'rABUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
'KOTA BATAM TABUN ANGGARAN 2017

DENGAN RA.HJ'v1ATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI'KOTABATAM,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1)
Undang-Undang Nornor ~3 Tahun 2014 tenta,ng
Pernerintahan Daerah, Kepala Daerah menyu sun dan
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah 'teritang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dirnaksud clalam huruf a, merupakan perwujud an dari
Rencana Kerj a Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang
dijabarkan ke palam Kebijakan Umum Anggaran serta
Prior itas dan Plafcn Anggaran Sementara yang telah
disepakati ber sam a an tara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada tanggal 11 bulan Januari 2017;

c. bahwa berdasarka~ pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu merietapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah
Kota Batarn Tahun Angga-ran 2017,

1, 'Undang~Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupateri Pelalawan, Kabupateri Rokan
Hu lu , Kabu pateri l;(ok,m Hilir , Kabu pate n Siak, Kabupaten
Karimun, Kabu pate n Nat.uri a, Kabu pate n Ku.antari Singingi
clan Kota Batam (Lernbaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 1999 Nornor 181, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3902) Sebagaimana Lelah
diu bah beberapa kali .terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang
Republik

Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daer ah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta~g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5679);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 107);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTABATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai
berikut :
(1) Pendapatan Daerah sejumlah
(2) Belanja Daerah sejumlah

Rp. 2.443.543.430.742,52
Rp. 2.548.810.106.228,24

Rp. (105.266.675.485,72)Defisit
(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan sejumlah
b. Pengeluaran sejumlah

Rp.
Rp.

108.266.675.485,72
3.000.000.000,00

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp. 105.266.675.485,72
Rp. 00,00

Pasa12

(1) Pendapatan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.160.200.676.360,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.004.889.389.800,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah Rp. 278.453.364.582,52

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 13.900.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 147.850.000.000,00

sejumlah

Rp.
Rp.

874.412.619.360,00
124.038.057.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

Rp. 245.002.569.800,00
Rp. 582.258.804.000,00
Rp. 177.628.016.000,00
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejurnlah Rp. 278.453.364.582,52

Pasa13

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 852.090.879.881,87
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.696.719.226.346,37

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Hibah sejumlah
c. Belanja Bantuan Keuangan
d. Belanja Tidak Terduga sejumlah

dimaksud pada ayat (1) huruf a

Rp. 826.653.975.036,87
Rp. 20.720.450.000,00
Rp 1.716.454.845,00
Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah

Rp.
Rp.
Rp.

410.631.453.269,52
555.593.610.746,18
730.494.162.330,67

Pasa14

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 108.266.675.485,72
b. Pengeluaran sejumlah Rp 3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp. 97.766.675.485,72
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

Rp. 10.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
jenis pembiayaan :
a. Pemberian Pinjaman Daerah

dan Obligasi Daerah sejumlah

ayat (1) huruf b terdiri dari

Rp. 3.000.000.000,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perk iraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasa16

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
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Pasa17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Batam.

Ditetapkan di Batam
pad a tanggal 27 Januari 2017

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Januari 2017

SEK ETARIS DAERAH

LEMBARANDAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN RIAU :

(1/1/2017)
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